PENDAHULUAN

A. Latar Béakang

Pada peradaban bangsa mana pun, termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena
penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan,
pembudayaan, dan pembangun karakter bangskkna strategis guru sekaligus meniscayakan
pengakuan guru sebagai profesahimyaUndangundang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen,merupakan bentuk nyatpengakuan atas profesi guru dengan segala dimensbidalam

UU No. 14 Tahun 2005 idisebutkan bahwayyu adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikeangakn
Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk
mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh
program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tatespai dengan tahun 2015.

Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi geoars lateral memunculkan
banyak gagasarPertama diperlukan ekstrakapasitas untuk menyediakan guru yang profesional
sejati dalam jumlah yang cukup, sehinggeserta didik yang memasuki bangku sekolah tidak
terjebak pada ngarai kesiaan akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk.

Kedua regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan dan penugasan guru agar
tidak terjadi diskriminasi akses layan pendidikan bagi mereka yang berada pada-titik terluar
wilayah negara, di tempaempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan di dadasnah
yang penuh konflik.

Ketiga komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pekalidyang
berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan.

Keempat meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan lainnya
melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka.

Kdima, menghilangkan segala bentuk diskriminaganan guruwalam bidang pendidikadan
pembelajarankhususnya yang berkaitan deng@mder, ras, status perkawinan, kekurangmampuan,
orientasi seksual, usia, agama, afiliasi politik atau opini, status slagieekonomi, suku bangsa, adat
istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan penghargaan atas keragaman budaya
komunitas.

Keenam mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdagangan yang fair, layanan
sosial dasar, kesehatan dan keamanamelalui solidaritas dan kerjasama di antara anggota
organisasi guru di mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasional, dan masyarakat
madani.

Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan
pengembangan mfesi guru. Itu sebabnyakhirakhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji
ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen,
pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kuatifikdsbmpetensi
penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir,
pengembangan keprofesian berkelanjutgmengawasan etika profesgerta pengelolaan guru di
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daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekiniaan dnasa depan. Untuk tujuan itu,
Kementerian Pendidikanlan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di
bidangpembinaan dan pengembangan profesi guru.

B. Standar Kompetensi

Substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi @iclPGllituangkan ke dalam rambambu
struktur kurikulumyang menggambarkan standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan mata ajar
Kebijakan Pengembangan Profesi Gukompetensi lulusan PLPG yang diharapkan disajikan berikut
ini.

1. Memahami kebijakan umum pemldan dan pengembangan profesi guru di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Memahami esensi, prinsip, jenis program pengembangan Kkeprofesianu secara
berkelanjutan, serta uji kompetengurudan dampak ikutanya.

3. Memahami makna, persyarataprinsip-prinsip, tahaptahap pelaksanaan, dan konversi nilai
penilaian kinerja guru.

4. Memahami esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan
keprofesian dan karir.

5. Memahami konsep, prinsiptau asas, dan jenifenis penghargan dan perlindungan kepada
guru, termasuk kesejahteraannya.

6. Memahami dan mampu mengaplikasikan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses
pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di
masyarakat.

C. DeskripsiBahan Ajar

Seperti dijelaskan di muka, bahwa substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
dituangkan ke dalam rambambu struktur kurikulum yang menggambarkan standar kompetensi
lulusan. Berkaitan dengan mata ajaebijakan Pengembangafrofesi Gury deskripsumum bahan

ajarnya disajikan berikut ini.

1. Pengantar ringkas.Mengulas serba sekilas mengenatblkakan umum pembinaan dan
pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Peningkatan kompetensi guruMateri sajian terutama berkaitan dengasensi, prinsip, jenis
program pengembangan keprofesigaru secarderkelanjutan, serta uji kompetengurudan
dampak ikutanya.

3. Penilaian kinerja guruMateri sajian terutama berkaitan denganakna, persyaratan, prinsip,
tahaptahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru.

4. Pengembangan karir guruMateri sajian terutama berkaitan dengaesensi dan ranah
pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesikargtan

5. Perlindungan dan penghargaan gurilateri sajian terutama berkaitan deng&onsep, prinsip
atau asas, dan jenienis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk
kesejahteraannya.
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6. Etika profesi guruMateri sajian terutama berkaitan dengasensi etika profesi guru dalam
pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas,
maupun di masyarakat.

D. Langkahlangkah Pembelajaran

AKTIVITAS INDIVIDUAL

Melaksanakan Melakukan
Membaca Eatihn oy Mengangkum Coflalel din

bahan ajar

bahan ajar

studi kasus tindak lanjut

AKTIVITAS KELOMPOK

Melakukan
refleksidan
tindak lanjut
bersama

Berbagi Merangkum-
permasalahan bersama bahan
dan hasil Iatihan ajar

Mendiskusikan
bahan ajar

Bahan ajaKebijakanPengembangan Profesi Guini dirancang untuk dipajari oleh peserta PLPG,

sekali guru menjdi acuadalam proses pembelajaran bagi pihpkak yang tergamit di dalamnya.
Selama proses pembelajaran akan sangat dominan aktivitas pelatih dan peserta PLPG. Aktivitas
peserta terdiri dari aktivitas individudan kelompok. Aktivitas individual peserta mengawali akivitas
kelompok. Masingnasing aktivitas dimaksud disajikan dalam gambar.

LangkaHangkah aktivitas pembelajaran di atas tidaklah rijid. Namun demikian, melalui
aktivitas itu diharapkan peserta PLPGmpar memahami secara relatif luas dan mendalemtang
Kebijakan Pengembangan Profesi Gukhhususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
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BAB |
KEBIJAKANMUM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN GURU

Materi sajian pada Bab | ini berupa pengantemum yang mengulas serba
sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi
guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sajian materi
ini dimaksudkan sebagai pengantar materi utama yang disajikan pada bab
bab berikutnya, vyaitu peningkatan kompetensi, penilaian Kkinerja,
pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi.

A. Latar Belakang

Kemajuanimu pengetahuan dan teknolo@iPTEKyang mengalami kecepatan dan percepatan luar
biasa, memberi tekanan pada peku manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan
hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja
guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik dan generasi muda masa
depan yang manpu merespon kemajualP TEKserta kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia masa depan yang
hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap kebutuhan untuk mengkreasi model
model dan proseproses pembelajarasecara inovatif, kreatif, menyenangkatan transformasional
bagi pencapaian kecerdasan global, keefektifan, kekompetitifan, dan karakter bangsa.-iagga
yang berhasil mengoptimasi kecerdasamnguasaiPTEKketerampilan, serta karakter bangsanya
akan menjadi pemenang. Sebaliknya, badgsngsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi
pecundang.

Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling konsisten.
Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus perubahan.
Perubahan peradabaini menuntut pertaruhan dan respon manusia yang kuat agar siap menghadapi
tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur peradaban.

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban
tugas gjati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun
karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah
pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkalgged 2 Desember 2004,
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian,
lahir Undangundang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal
pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya.

Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Guru dan Dosen telah menempuh
perjalanan panjang. Pencanang@uru sebagai Profesieh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
menjadisalah satwakselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UUsetutkan bahwa
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan meaéng
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Pascalahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa
produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan, seperti tersaji pada Gambar 1.1.

MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU

1. Terbitnya Peraturan 1. Terbitnya Permendiknas nomor

Pemerintah nomor 74 27 tahun 2010 tentang program
tahun 2008 tentang Guru induksi bagi guru pemula

T ——— 2. Pemba_yaran .TL_mjang_an 2. Terbitnya Permendiknas nomor

sebagai%mfesi Profesi Pendidik bagi 35 tahun 2010 tentang Petunjuk
4 Desember 2004 guru-guru yang sudah teknis Jabatan Fungsional
disertifikasi. Guru dan Angka kreditnya

Ztlllil'.Y

P
P

1.Terbitnya Undang- Pelaksanaan 1. Terbitnya PP no 41 th 2009 Terbitnya Peraturan
Undang nomor 14 Sertifikasi Guru tentang Tunjangan Profesi Bersama Mendiknas,
tahun 2005 tentang untuk Kuota Guru dan Dosen, Tunjangan Men PAN&RB,
Guru dan Dosen Tahun 2006 dan Khusus Guru dan Dosen, Mendagri, Menkeu,
2.Terbitnya Peraturan 2007 serta Tunjangan Kehormatan dan Menag tentang
Pemerintah nomor 19 Profesor Penataan dan
tahun 2005 tentang 2. Terbitnya PerMenneg PAN dan Pemerataan guru PNS
Standar Nasional RB nomor 16 tahun 2009
Pendidikan tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka kreditnya

= Standard Seleksi Guru: S1/D4
= Standard kompetensi Jenjang Jabatan Guru

« Sistem Pengendalian PK Guru dan dukungan PKB - Penuntasan Peningkatan Kualifikasi Guru ke

» Pelaksanaan Sertikasi Guru Pra dan Dalam Jabatan melalui

PPG S1/D4
- Bimbingan Teknis PK Guru dan PKB = Pelaksanaan PK Guru dan PKB berdasarkan
- Penyesuaian Jafung guru selesai (Permen 38/2010) hasil PK Guru

» Pembentukan Tim Penilai Jafung Guru
= Sistem Sanksi
* Rintisan Pelaksanaan PK Guru dan PKB

T

Pengangkatan calon Guru harus
sudah bersertifikat

N

= Permennegpan dan RB 16/2009 efektif berlaku » Penuntasan Sertifikasi
(Penilaian Kinerja Guru dan PKB serta program guru dalam jabatan
induksi dilaksanakan di seluruh sekolah) = Pendidikan Profesi Guru
= Pelaksanaan sistem pengendalian PK Guru dan bagi calon guru

dukungan PKB

Sinergi kegiatan PK Guru dengan EDS
Pelaksanaan PKB didasarkan pada hasil PK Guru
Penuntasan Sergur di bawah S1/D4

.

Gambar 1.1 Milestone Pengembangan Profesi Guru

Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi guru,
sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2012 dan
seterusnya pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan semadarsi yaitu
mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekruitmen, seleksi, penempatan,
redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjpemgawasan etika profesi,
dan sebagainya. Untuk tujuan itagaknyadiperlukan praluk hukum baru yang mengatur tentang
sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan dirdénsnsi dan institusi yang
terkait.
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B. Empat TahagMewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profegbaghssumber daya
utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di
Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan
guru yang benabenar profesional, yaitu: (1) penye@in guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi
guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4)
profesionalisasi guru berbasis individiau menjadi guru madani

Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tak@®b tentang Guru dan Dosen dan
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru
menjadi kewenangarembaga pendidikan tenaga kependidikgang dalam buku ini disebut sebagai
penyediaan guru berbasis perguruéinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan
tenaga kependidikan dimaksuatdalah perguruan tinggi yang diberi tugas ofgmerintah untuk
menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan
mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekukamgngnya S1/BV dan
bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah nilékn keduanya, statusnya diakui oleh negara
sebagai guru profesiondlU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang
Guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang Dberkualifikasi-N\61Hang
kependidikan dan nonkependidikarang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah
menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini menggariskan bahwa
peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat mungkin didasari atas kuota
kebutuhan fomasi.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua
produk hukum iniPertama calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi SlWIXedua ertifikat
pendidik bagiguru diperoleh melalui progranpendidikan pofesi yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang memiliki program pengadatanaga kependidikan yang terakreditasi, baik
yangdiselenggarakan olgbemerintah maupummasyarakatdan ditetapkan olelpemerintah.Ketiga
sertifikasipendidik bagi caloguru harus dilakukan secaodjektif, transparan, dan akuntabel.

Keempat jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh
Menteri. Kelimg program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendiKi#enam uiji
kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar
kompetensi.

Ketujuh ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1)
wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan
kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) majerapela
secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran,
dan/atau program yang diampunya; dan (3) konkepsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni
yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompola rpatajaran, dan/atau program
yang diampunyaKedelapan ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik
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pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan
sosial pada satuan pendidikan yaegevan

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan
hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sektkarapngnya S1 atau -I¥ dan memiliki
ASNIATFTALIG LISYRARATE I K &Jiky @guldsiiQipdtuhi ssecdRartdaBapas,HzA
harapannyatidak ada alasan calon gurgang direkruit untuk bertugapada sekolatsekolah di
Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkruit untuk
menjadi guru, yang dalam skema kgawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon
pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan
kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang
disetut dengan induksi.

Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh
mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar bebanar siap menjalani tugasgas
profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karenaddierah pinggiran atau pada sekolsékolah yang
nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan
bersedia menjadi mentor sebagai tandem itladj sunggupun guru yang direkruit telah memiliki
kualifikasi minimumdan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah
memiliki kewenangan penuh, masih diperluan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi
guru yang benabenar profesional.

Pada banyak literatur akademik, program induksiattipi merupakan fase yang harus dilalui
ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan
masa transisi bagi guru pemulae@inning teachérterhitung mulai dia petama kali menginjakkan
kaki di sekolah atau satugsendidikan hingga bendsenar layak dilepas untuk menjalankan tugas
pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.

Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim
dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalamaritisecalon guru di kampus, ketika
menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan
dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan semua
subsistem yang ada di sekolah dan di yaaakat ikut mengintervensi perilaku nyata yang harus
ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi progam induksi yang
tidak dibahas secara detail di dalam buku ini.

Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudiecara rutin keseharian
menjalankan tugasugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan
profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang tenemerus agar guru tetap memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang sesukingan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru.
Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop,
magang, studi bandinglan lairlain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara
umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan
sebagainya.
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C. Alur Pengembangarrrofesi dan Karir

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin Rgatgakuanatas
kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsigargkatmartabat dan peran guru sebagai
agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasiofktuaitas tugas dan fungsi
penyandang pfesi guru bebasis padarinsip-prinsip (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan
idealisme;(2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan
akhlak muliay(3) memiliki kualifikasakademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang
tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tgaspemiliki tanggung
jawab atas pelaksanaan tugas keprofesiona(@hmemperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai
dengan prestasi kerja(7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hay@)} memiliki jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan; d#®) memiliki organisasi profesi yangnempunyai
kewenangan mengatur hdilal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Saat inipenyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sejutamencakup: (1)
guru -- baik guru kelas, guru bidang stirdata pelajaran maupun guru bimbingan dan konseling
atau konselor (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan
pengawas seperti tertuang pada Gambar 1Rengandemikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam
pengembangan profesi dan kaprofesi guru di masa depan

Lingkup Profesi Guru

Gurudengan
tugas tambahan
sebagai kepala

sekolah

Guru:
1.Guru Mata pelajaran
2.GuruKelas

3.GuruBK/BP

Gurudalam jabatan
pengawas satuan
pendidikan

Gambar 1.2. Profesi guru

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal.
Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidjieeny bermutu, tanpa kehadiran guru yang
profesional dengan jumlah yang mencukupi. Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak berdaya
tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel dengan itu, muncul pranggapan,
jangan bermimpi meghadirkan guru yang profesional, kecuali persyaratan pendidikan,
kesejahteraan, perlindungan, dan pemartabatdan pelaksanaan etika profesereka terjamin.

Selama menjalankan tugésgas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi atau
proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang-renosrus agar
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guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta
kemajuanlPTEKDi sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guiat#eini dapat
dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi
banding, dan laitain. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara unguru masih memiliki
keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, aksles, sebagainya.

Peraturan Pemerintah (PPNo. 74 Tahun 2008membedakan antara pembinaan dan
pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasat&i DIV.
Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S
atau DIV dilakukan melalui pendidikan tinggi progr&i atau program BV pada perguruan tinggi
yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan
nonkependidikan yang terakreditasi.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikatipendi
dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sef@in budaya dan/atau olah raga. Pengembangan
dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan daempbangan
keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Pembinaan dan pengembangkeprofesan gurumeliputi pembinaan kompetengiompetensi
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementarpdtupinaan dan pengembangan karier
meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir
guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan
pengembangan profesi dan karir guarsebut, sébagaimana disajikan pada Gambar 1dtharapkan
dapat menjadi acuan bagi institusi terkait dalamlaksanakampembinaan profesi dan karir guru.

i.¥X. Kekepalasekolahan 1. K. Pedagozik
1. Penugasan

A ek ) 2. ¥. Kepribadian
3.K.tain 2. Kenaikan pangkat Z
3. K. profesional

4_Persyaratan lain 3. Promosi 3
4. K. Sosial

2 Y 4

PENGEMBANGAN & 3, PENGEMBANGAN
PROFESI

Gambara.3. Alur pengem-

PENGEMBANGAN bangan profesi dan karir
GURU guru

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru
dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luainistds.
meningkatkankompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengpaya untuk memberikan
penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.
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Seperti telah dijelaskan di ataBP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa
terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembirgdem
pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan
profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakutatui njabatan
fungsional.

Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinagredgembangan
profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru
akan program pembinaan dan pengembangan profesiapam sifatnya.Kebutuhan dimaksud
dikelompokkan ke dalam lima kategonjaitu pemahaman tengtang konteks pembelajaran,
penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan
pengalaman tentang teoteori terkini.

Kegiatan pmbinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah,
lembaga pelatihantf@ining provide} nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di
tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, gurkaetidinator
guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala sekolah. Analisis
kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta
evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secamandiri oleh penyelenggara atau
memodifikasi/mengadopsi program sejenis.

Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yahugasan kenaikan
pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak
guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah
peningkatan karir. Kenaikan pengkat ini dilakukan melalui dua. jRertama kenaikan pangkat
dengan sistem pengumpulan angka krededua kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau
dedikasi yang luar biasa.

D. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjadgngan demikia, kenijakan pembinaan

dan pengmbangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial kegiatan tertentu.
Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi
dan karir(lihat Gambar 1.4)hingga menjadguru profesionakejati yang menjalani profesionalisasi
secara terusnenerus. Meujuk padaalur berpikirini, guru profesional sesungguhnya adalah guru
yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi
secara komphensif, dan daya intelektual tinggi.

Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji
kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji
kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumaskprofil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi
nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil
penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan
kompetensiguru.
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KEBIJAKAN
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN GURU
(PROFESIONAL, BERMARTABAT , DAN

SEJAHTERA)
1. KUALIFIKASI R
2. KOMPETENSI
POLA REKRUTMEN
3. KINERIA REKONSTRUKSI
REKRUITMEN, MAHASISWA
4. KENAIKAN PENDIDIKAN
DISTRIBUSI CALON GURU
PANGKAT AKADEMIK DAN
s JUMLAH DAN e oee || (oEmaND DRIVEN)
s KUALITAS INTELEKTUAL,
7. HARLINDUNG Mé:ﬂg::f
8 TUNJANGAN

PENJAMINAN MUTU

Gambar 1.4. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Guru

Penilaian kinerja gurudacher performance appraigamerupakan salah satu langkah untuk
merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan
amanat yang tertuang pada RPeenneg PAN dan RBlo. 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja
dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan
pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan
kelemahan gurtguru, sesuai dengan tugasnya masinasing, baik guru kelas, guru bidang studi,
maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis
untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya

Disamping keharusan menjalani penilaian Kiae gurdguru pun perlu diketahui tingkat
kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi
tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil uiji
kompetensi dirumuskan profil dinpetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan
kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru
sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian,
kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat.
Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus
dimiliki oleh guru.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru desggala cabang aktifitasnya perlu
disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejateraan, dan pemartabatan guru.
Karena itu, isdsu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, memerlukan formulasi yang
sistemik dan sistematik terutamaiseem penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan,
sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan
dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan,
pengawasan etika professerta pengelolaan guru di daerah khusus.
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E. Kebijakan Pemerataan Guru

Hingga kini masih muncul kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Kaebut menunjukkan betapa
rumitnya persoalan yang berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru di negeri tercinta ini.

Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk memecahkan persoalan rumitnya penataan
dan pemerataan guru tersebut dengan menetapkBeraturan Bersama Lima Menteryaitu
Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan
Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini ditandatangani tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif
tanggal 2 Januari 2012. Dalgreraturan bersama ini antara lain dinyatakan, bahvmuk menjamin
pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,
antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan
pemerataan mutu pendidén formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional,
guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan
provinsi lain.

1. Kebijakan dan Pemerataan Guru

Dalam Peraturan bersama Mendiknas, Menneg BANRB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif
tanggal 2 Januari 20k2caraeksplisitmenyatakan bahwa:

a. Kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan PNS antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan Nasional. Demikian juga Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan
memfasilitasi pemindahan untuk penataan dan pemerataarug@NS pada provinsi yang
berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam
memfasilitasi penataan dan pemerataan PNS di daerah dan kabupaten/kota, Menteri
Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama.

b. Menteri Agamaberkewajiban membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung
jawabnya.

c. Menteri Dalam Negeri berkewajiban untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal
penataan dan pmerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional serta memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS ini sebagai bagian
penilaian knerja pemerintah daerah.

d. Menteri Keuangan berkewajiban untuk mendukung penataan dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari
kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaatiadg lpendidikan
sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

e. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan melalui penetapan formbeguru PNS.
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f. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan yang menjadi tanggung jawab masimasing.

2. Kewenangan Pemerintah Pwinsi atau Kabupaten/Kota

a. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru, gubernur bertanggung jawab
dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yeaefedggarakan oleh
pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS.

b. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru
PNS.

c. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis penddiika
wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

d. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dan kewenangannya.

e. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satwalwilay
provinsi.

f. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan
standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nakion

g. Analisis kebutuhan disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri
Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya-masing dan
diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara da
Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

Dalam kerangka pemerataan guru, diperlukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan
evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam kegiatan penataan dan pemerataan
guru, khususnya guru PNS. Olehrekean itu secara bersamsama Menteri Pendidikan Nasional,
Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menneg PAN dan RB, dan Menteri Keuangan wajib
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru sesuai dengan
kewenangan masinmasing.Sedangkarmpemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di kabupaten/kota
dilakukan oleh gubernur sesuai dengan masiraging wilayahnya.

Termasuk dalam kerangka ini, diperlukan jugampinaan dan pengawasan. Normarma
umum pembinaan dan pengawasan disajikan berikut ini.
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1. Secara Umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dilaksafetkan o
Menteri Dalam Negeri.

2. Secara teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Mentndidikan Nasional.

3. Menteri Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah duliggk Kementerian Agama.

4. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di
pemerintah kabupaten/kota.

Dari mana pendanaannya? Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN, dan penataan dan pemgtata@®NS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu
provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada
APBD provinsi. Sedangkan pendanaan penataan dan peraargtau PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD
kabupaten/kota.

Pelaksanaapelaporan pentaan dan pemerataan guru disajikan berikut ini.

1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan
menyampaikannya kepada Gubernur paling lambaabwebruari tahun berjalan. Kemudian
Gubernur mengusulkan perencanaan seperti tersebut di atas, dan perencanaan penataan
dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan
di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasionzelalui Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya-masing paling
lambat bulan Maret tahun berjalan.

2. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, rdaarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan
menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. Kemudian
Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan melaluimbaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan
Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masiaging paling lambat bulan Mei
tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan tderKeuangan.

3. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan
dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan
di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan ndhsMenteri
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Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

4. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi dari
Kementerian Agama tersebut di atddenteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan
menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat
bulan Juli tahun berjalan.

5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan,
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Sanksi bagi pihaihak yang tidak melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan da Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial
fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan
kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang
tidak melakukan perencean, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya.

2. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi enunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

3. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan
penyaluran daa perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundamglangan.

4. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian
kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urupanataan dan pemerataan guru PNS
sesuai dengan peraturan perundangdangan.
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BAB Il
PENINGKIAN KOMPETENSI

Topik ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Materi sajian
terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program pengembangan
keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan
dampak ikutanya. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran
secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus,
membaca regulasi yang terkait, mengerjakan latihatgn melakukan
refleksi.

A. Esensi Peningkatan Kompetensi

llImu pengetahuan dan teknologilPTEK baik sebgai sibstansi nateri ajar maupun panti
penyelenggaraanpembelajaan, terusberkembang.Dinamka ini menuntut guru selalumeningatkan
dan menyesuakan kompetensnya agar mampu mengembandan dan menyajikanmateri pelajaan
yang &tual dergan merggungkan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaan
terkini. Haya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaan yang berhasil
mengantarkan peseta didik memasukidunia kehidupan sesuaidengan kebutuhan dantantangan
padazamamya. Sebalikya, ketidakmauandan ketidakmampuanguru menyesuakan wawasan dan
kompetensidengan tuntutan perkembargan lingkungan profesinya justru akan menjadisalahsatu
faktor penghamlat ketercapaiantujuan pendidkan dan pembelajaran

Hingga kinibaik dalam fakta maupun persepsi, masimyak kalargan yang meaguwkan
kompetensi guru baik dalambidang studi yang diajakkan maupun bidang lain yang mendukung
terutama bidangdidaktik dan metodik pembelajarankeraguanini cukup beralasankarenadidukung
oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum meoapai standar
kompetensiyang dietapkan. Uji kompetensi ini juja menunjukkan bahwa masih banyak guru yang
tidak menguasapenggunaanteknologi hformasi darkomunikasi (TIK)Uji-cobastudi videoterhadap
sejumlah guruli bebeapa Ikasi sampel melerdgpi bikti keraguan ituKesimpulan lainyang cukup
mengejutkandari studi tersebut di antaranya adalahbahwa pembelajaan di kelaslebih didominasi
oleh ceramah satu arah dari guru dan sargat jarangterjadi tanya jawab. Ini mencermirkan betapa
masihbanyak guruyangtidak berusahameningatkan danmemutakhitkan profesionalismaya.

Reformasipendidkan yangdiamaratkan oleh UndangUndangNomor 20 tahun2003tentang
Sstem Pendidkan Nasional,Undang UndangNo 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang $andar NasionalPendidkan menuntut
reformasi guru atuk memiliki tingkat kompetensi yang lebihtinggi, baik kompetensi pedagogik,
kepribadian, profesional, maupun sosial.

Akibat dari masih bayaknya guruyang tidak menguasaikompetensi yang dipesyaratkan
ditambah dengan kurangnyakemampuanuntuk menggungan TIK meméwa dampak pada swva
palingtidak dalam dua halPertama, siswa hanya terbekali dengan kompetensiyang sudah usang.
Akibatnya, produk sstem pendidkan dan pembelajarartidak siapterjun ke duniakehidupannyata yang
terus berubah.
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Kedug pembelajaan yang diseleggarakan olehguru juga kurang kondusif bagitercapanya

tujuan seara &ktif, kreatif, efektif, dan mewyenandan karena tidak didukung oleh peggunaan
teknologipembelajaan yangmoderndan handalHalitu didasakan padakenyataan bdawa sibstansi
materi pelajaan yang harus dipelajari oleh anak didikrus bekembang baik volume maupun
kompleksitasya.

Sebgaimana diekankan dalam prinsip percepatan belajar agcceleraed learning,

kecenderumgan materi yang harus dipelajari anak didikyang semakin harsemakin bertambah
jumlah, jenis dantingkat kesultannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi pembelajaan
yang secara terusmenerusdisesugian pula agar pembelajaan dapat dituntaskan dalaminterval
waktu yangsama.

Septinya, guru adalahbagianintegral dari subsistemorganisasipendidkan secara menyeluruh.

Agar sebuah oganisasi pendidian mampu menghadapi perubahaan ketidakpagtian yangmenjadi
ciri kehidupan modern, perlu mergembandan seolah sebajai sebuah oganisasi pembelajaDi
antara karakter utama aganisasi pembelajar adalah menceatinperubahan mternal dan &sternal
yang dikuti dengan upaya penyesuaian diri dalamangka mempetaharkan eksistenshya.

B. PrinsipPrinsip Peningkatatompetensidan Karir

1.

Prinsipprinsip Umum

Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan
prinsip-prinsip seperti berikut ini.

a.

2.

Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat.

. Memberi keteladanan, membangun kemauan, daangembangkan kreativitas guru dalam

proses pembelajaran.

Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan
dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

PrinsippinsipKhusus

Secara khusus program peningkatan kompetensi gliselenggarakan dengan menggunakan
prinsip-prinsip seperti berikut ini.

a.

limiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan
indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan

Relevan, rumusannya berorientasi panlaas danfungsi  guru sebagatenagapendidik
profesional yakni memiliki kompetenspedagogikkepribadian, sosiatlanprofesional

Sistematis, setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi
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d. Konsisten, adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator

e. Aktual dan kontekstual yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti
perkembangan Ipteks

f. Fleksibelrumusan kompetensi daimdikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan jaman

g. Demokratis,setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui
proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun
institusional.

h. Obyektif,setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada
hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikattikator terukur dari kompetensi
profesinya.

i. Komprehensifsetiap guru dibina dan dikembangkan profesi damirkya untuk mencapai
kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam
rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi,
mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani hidup bersamagdean.

j- Memandirikan,setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan
kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam
melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.

k. Profesional,pembinaan dan pengabangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan
mengedepankan nilaiilai profesionalitas.

|. Bertahap, dimana mmbinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan
berdasarkan tahapan waktu atau tahapamlitaskompetensi yang dimiliki oleh guru.

m. Berjenjang, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara
berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada
standar kompetensi.

n. Berkelanjutan,pembinaan da pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakejalan
dengan perkembangan ilmu pentetahuan, teknologi dan sesgrta adanya kebutuhan
penyegaran kompetensi guru;

0. Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan Kkarir guru dapat
dipertanggungjawabkagecara transparan kepada publik;

p. Efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu
memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat
oleh pihakpihak yang terkaitlenganprofesi dan kar lebih lanjut dalam upaya peningkatan
kompetensi dan kinerja guru.

g. Efisien,pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari
atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil
yang optimal.
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C. Jais Program

Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan
dan pelatihan (diklatlanbukan diklat, antara lain seperti berikut ini.

1.

Pendidikan dan Pelatihan

a.

Inhousetraining (IHT) Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara
internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan
pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian
kemampuan dem meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara
eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetegsada guru laityang

belum memiliki kompetensi. Bngan strategini diharapkan dapat lebih menghemat waktu

dan biga.

Programmagang Program magan@dalahpelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri
yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. Program magang ini
terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama priedentu,
misalnya magang di industri otomdft dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai
alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya baggguru
sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.

Kemitraansekolah Pelatihan melali kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama
dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat
dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinasialui mitra sekolah
diperlukan dengan atan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat
dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
profesionalnya.

. Belajar jarak jauh Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa

menghadirlan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan
dengan sstem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinasgialui belajar jarak

jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil
dapat mengikuti pelatihan di tempatempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota
kabupaten atau di propinsi.

Pelatihanberjenjang darpelatihankhusus.Pelatihan jenis indilaksanakardi P4ATK dan atau
LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara
berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengabh, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun
berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetenBelatihan khusus (spesialisasi)
disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru
dalam keilmuan tertentu.

Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan laiknysus singkat di LPTK atau lembaga
pendidikan lainnya dimaksudkan uktumelatih meningkatkankompetensi guru dalam
beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah,
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, ddaitegebagainya.

. Pembinaaninternal oleh sekolahPembiraan internal ini dilaksanakamleh kepala sekolah

dan guruguru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas
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mengajar, pemberian tugasigas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan
sejenisnya.

h. Pendidikanlanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan
alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam
pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas helbér di dalam
maupun di luar negeribagiguru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan
menghasilkan gurguru pembina yang dapat membantu geguru lain dalam upaya
pengembangan profesi.

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

a. Diskusimasalahpendidikan.Diskusi ini diselenggarak secara berkala dengan topik sesuai
dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat
memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah
ataupun masalah peningkatan kompetensi dangembangan karirnya.

b. Seminar.Pengikutsertaarguru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah
juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan
kompetensi guruMelalui kegiatan ini memberikan peluang kepaglaru untuk berinteraksi
secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengahahakrkini dalam upaya
peningkatan kualitas pendidikan.

c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi
pembelajaran, peningkatan kompetensiaupun pengembangan karirnya. Workshop dapat
dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan
silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.

d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas,
peneitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu
pembelajaran.

e. Penulisan buku/bahan ajaBahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku
pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.

f. Pembuatan media pembelajaraMedia pembelajaranyang dibuat guru dapat berbentuk
alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi
pembelajaran).

g. Pembuatan karya teknologi/karya seKiarya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa
karya teknologi yang bermaatdit untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang
memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

D. Pengenbangan Keprofesian Berkelanjutan

PenetapanPermenneg PAN dan RBmor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses
pembelajaran dan mutu peserta didiRerubahan mendasar yang terkandung daRemmenneg PAN

dan RBNomar 16 tahun 2009 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, di antaranya dalam hal
penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi
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praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebibeli@angat untuk
meningkatkan kinerja dan profesionalitasnyzalam Permenneg PAN dan RBjabatan fungsional
terdiri dari empat jenjang, yaitGuru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.

Setiap tahun, gru harusdinilai kinerjanya secara tett@ melalui Penilaian Kinerja Gur@K Gury

dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian BerkelanjulKB.( PKB tersebut harus
dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan Ill/a dengan melakukan pengembangan diri,
dan sejak golongan kepangkatdlib guru wajib melakukapublikasi ilmiahdan/ataukarya inovatif.

Untuk naik dari golongan kepangkatan I1V/c ke IV/d guru wajib melakpiesentasi ilmiah. Gambar

2.1. menunjukkarketerkaitan antara PKB, PK Guru, dan pengembangan Kkarir guru.

GURU PROFESIONAL

1. Kewra —
2 Harindung

3. Tunjangan Profes!

PENGEMBANGAN KARR =

Gb.2.1.Sistem Pembinaan dan Pengembangan Guru

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru dan
didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PK Guru masih berada di bawah standar
kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengibgitapr
PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan.
Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang
disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangaetemsipagar dapat memenuhi
tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah
dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

DalamPermenneg PAN dan RBmor 16 Tahun 2009, PKigakui sebagai salah satu unsur
utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan
fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan
dengan fungsi sekolah/madrasalikegatan PKB diharapkan dapat menciptakan guru yang
profesional, yang bukan hanysekadarmemiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki
kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan pengud38Biyang kuat, guru
diharapkan terampidalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan
bidangnya.

Secara umum, keberadadKBbertujuanuntuk meningkatkarkualitaslayananpendidikan di
sekolah/madrasatyang berimbas padaeningkatanmutu pendidikan Scara khusustujuan PKB
disajikan berikut ini.
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1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses
belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkeangan ilmu, teknologidan seni di
masa mendatang.

3. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai tenaga profesional.

4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
5. Meningkatkan citraharkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

Manfaat PKBbagi peserta didilaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan
dan pengalaman belajar yang efektituk meningkatkan potensi diri secara optimakhingga
mereka memiliki kepribadia kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam
pengembanganimu pengetahuan, teknologian seni sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Bagi gru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknalatan seniserta memiliki
kepribadianyang kuat sesuai dengarprofesinya; sehingga selama karirnggampu menghadapi
perubahan internal dan eksternalalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi
kehidupan di masa datang

Dengan PKB uwok guru, lagi ®kolah/madrasahdiharapkan mampu menjadi sebuah
organisasi pembelajaran yang efektif, sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk
peningkaan kompetensj dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang
berkualitaskepadapeserta didik Bagi eang tua/magyarakai PKB untuk guru bermakmaemiliki
jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas
sesuaikebutuhan dan kemampuan masiggasing.Bagi pemerintafPKB untuk guru dimungkinkan
dapat memetakan kualitas layanapendidikan sebagaidasar untuk menyusun dan menetapkan
kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan;
sehingga pemerintah dapat mewujudkamasyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan
berkepribadian luhur

PKBadalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar
kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidhitizng yang berkaitan dengan profegiru.
Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan rexspe
pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajag bermutu
Pembelajaran yandpermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
pemahaman peserta didik.

PKB mencakup kegiatkegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan,
pemahaman, dan keterampilaguru. Kegiatan dalam PKB membentuk suatu siklus yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan reflékambar 2 menunjukkan siklus kegiatan PKB bagi
guru.Melalui siklukegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, diharapkan guru
akan mampu mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan
karirnya.
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Gb. 2.2 Sikius pelaksanaan PKB

Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di sekolah, baik oleh gama sec
mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Kegiatan PKB melalui
jaringan sekolah dapat dilakukardalam satu rayon (gugus), antayon dalam kabupaten/kota
tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melakiifgan lerjasama sekolah antaegara serta
kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan
PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: kegiatan KKG/MGMP; pelatihan/seminar/lokakarya;
kunjungan ke sekolah lainudia usaha, industridan sebagainyamengundang nara sumber dari
sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain
yang relevan.

Jika kegiatan PKB di sekolah dan jaringan sekolah belum memenuhi kebpéarmggmbangan
keprofesian guru, atau guru masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, kegiatdapat
dilaksanakan dengan menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat
disediakan melalui LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atsitushdayanan lain yang diakui oleh
pemerintah, atau institusi layanan luar negeri melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan
memanfaatkan jejaring virtual atau TIK.

Dalam kaitannya dengan PKB irébbrapa jenis pegembargan kompetensi dapat dilakukan
oleh guru dan di sekolah mereka sendiri. Beberapa program dimaksaickan berikut ini.

1. Dil&kukanolehgurusendiri:

menganalisisumpanbalikyangdiperolehdari siswaterhadappelajaannya;
menganalisishasilpembelajaan (nilai ujian, keterampilansiswa, dll);

mengamati danmenganalisiganggapansiswa terhadapkegiatan pembelajaan;
membaca artikel danbuku yangberkaitan dengan bidangdan profesi; dan
mengkuti kursusatau pelatihan jarakjauh.

®oo o

2. Dilakukan oleh gurubekerjasamadengan gurulain:
a. mengobservasi guru lain;
b. mengajakgurulainuntuk mengobservasiguruyangsedangmengajar;
C. mengajarbesamasamadengangurulain (polateamteaching;
d. bersamaandengan guru lain membahasdan melakukan investigasi terhadap permasalahan
yang dihadapi di d@lah;
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e. membahasartikel ataubuku dengangurulain; dan
f. merancangpersiapanmengajarbersamagurulain.

Dila&kukanolehsekolah:

a. training day untuk semuasumberdaya manusiadi sekolah (bukan hanya guru);
b. kunjunganke sekolahlain; dan

C. mengundang na sumber dari d®lah lainatau dari irstansi lain.

Satu hal yang perlu diigat dalam pel&sanaan pegembargan keprofesian bekelanjuan

harusdapat mematuhi prinsip-prinsipseperti berikut ini.

1.

Setiap gurudi Indonesigberhakmendapat kesempmatan untuk mengembandan diri. Hakersebut
perlu diimplemataskan searateratur, sistematis, dan bekelanjuan.

Untuk menghindarikemungkinan pegalokasiankesempatan pengembargan yangtidak merata,
proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah. S&olah wajib menyediakan
kesemptan kepadasetiap guru untuk mengkuti program PKBminimal selamatujuh hari atau
40 jam per tahun. Aldasi tujuh hari tersebut adalah alokasi minimal. Dinas Pendidkan
Kabupaten/Kota dan/ atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasé&an perlu,
termasuk payediaananggaranuntuk kegietan PKB.

Guru juga wajib berusaha mengembandan dirinya semé&simal mungkin dan seara
berkelanjuan. Alkasiwaktu tujuh hari pertahun sebenarya tidak cukup, sehimgga guru harus
tetap berusaha pad&esemptan lain di luawaktu tujuh haritersebut. Keseriusanguru untuk
mengembandan dirnya merup&an salah atu hal yang diperkatikan dan dinilai di dalam
kegiatan prosespembelajaanyangakandievaluasikinerjatahunamya.

Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenawya guru tidak bisa
Wikembankl Y Q 2dng Kin @ dia belum siap ntuk berkembang. Pihakpihak yang
mendagat tugas untuk membina guru perlu maggali sebayak-banyaknya dari gurutersebut
(tentang keinginamya, kekhawairannya, masalahyang dihadaphya, pemahamanya tentang
prosesbelaja-mengajar, dsb) sebelummemberkan masikarysaran.

Untuk mencapai tujuan PKByang sebenanya, kegiatan PKBharus melibatkan guru seara &ktif
sehirgga betul-betul terjadi perubahan pada ditya, baik dalam penguasaan materi,
pemahamankonteks, keterampilan, dan lain-lain. Jenis petihan tradisional-- yaitu ceamah
yang dihadiri oleh pese&a dalam jumlalbesartetapitidak melibatkan mereka secara aktif -- perlu
dihindari.

Beadasakan analisis kebutuhan dan ketentuan yang berl&u seta praktik-praktik

peleksanaamya, perlu dkembandgan mekanisme PKBang dihaiapkan damt memenuhikebutuhan
guru wintuk meningatkan pgrofesionalismaya. Analisiskebutuhandan ketentuan tersebut mencakup
antara lain:

1.

Setiap guru berhakmenerimapembinaanberkelanjuan dari seaang guru yang berpergalaman
dantelahmencapaistandarkompetensiyangtelahditetapkan (guru pendamping).

. Guru pendampindersebut berasal dari skolah yang sama degan guru binaanya atau dipilih

dari sekolah lain yang berdekatan, apabila di sekolahnya tidak ada guru pendampingyang
memenuhikompetensi.
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3. Setiap sekolah mempunyai seadang koordinator PKBtingkat sekolah, yaitu seadang guruyang
berpergalaman.Sekolahyang mempuyai banyak guru boleh memhb&uk sebuahtim PKB atuk
membantu Koordinator PKB, sedan§ian sekolah kecil dengan jumlah guru yang terbatas,
terutamasekolah dasa sargat dianjurkan untuk bekerja samadengan sekolah lain di sektamya.
Demgan demikian, seaang Koordinator PKBbisa mengkoordinaskan kegiatan PKRBIi beberapa
sekolah.

4. Setiap DinasPendidikan Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan seaang Koordinator PKB
tingkat kabupaten/kota (misahya pengawas yang bertanggung gwab untuk gugus sekolah
tertentu).

5. Sekolah, KKG/MGMPsetta DinasPendidkan Kabupaten/Kota harus meencanakan kegiatan PKB
dan mergalokaskan arggaran uintuk kegiatan tersebut. Kegiatan PKB harus sejalan dgm visi
danmisi sé&olah dalammeningkatkarmutu pendidkan.

6. Sekolah bekewajiban menjamin blawa kesibkan guru degan tugastambahamya sebaai Guru
Pembinaatau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah maupun dalam menigiti kegiatan PKB
tidak menguangikualitas pembelajean siswa.

PKB perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai standar kompetensi
dan/atau meningkatkan kompetensinya agguru mampu memberikan layanan pendidikan secara
profesional. Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersekanberdampak padgeningkatan
keprofesian gurudan berimplikasi pada perolehan angka kretiagi pengembangan karir guru.
DalamPermenneg PAN dan RBmor 16tahun 2009terdapat tiga unsur kegiatan guru dalaKB
yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu: pengembangangliblikasi ilmiah, dan karya inovatif.

1. Pengembangan Diri

Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru
yang dapat meningkkin kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan demikian, guru akan
mampu melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan yang dipercayakan kepadanya. Tugas
utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi pesta didik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sedangkan tugas
tambahan adalah tugas lain guru yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, seperti tugas
sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan.

Dikat fungsional termasuk pada kategori diklat dalam jabatan yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional
masingmasing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fahgsio
adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk
meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau
mengikutikegiatan bersama yang dilakukan gubaik di sekolah maupun di luar sekolalan
bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Beberapa contoh bentuk
kegiatan kolektif guru antara lain: (1) lokakarya atau kegiatan bersama untuk menyusu
dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media
pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologiuamkshop bimbingan
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teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta; (3) kRdgibtktif lainnya
yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri,
baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) penyusunan RPP,
program kerja, da/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan kurikulum dan bahan ajar; (3)
pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik;
(5) penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam
pembelgaran; (6) inovasi proses pembelajaran; (7) peningkatan kompetensi profesional dalam
menghadapi tuntutan teori terkini; (8) penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya
inovatif, (10) kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan
kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tiiggas tambahan atau tugas lain yang
relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan
dan dikendalikan olehKoordinator PKBdi sekolah secara sistematik dan terarah sesuai
kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus dibuktikan dengan
surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala sekolah.
Sementara itukegatan pengembangan diri yang berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan
dengan surat keterangan dan laporan per kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah. Jika guru
mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, laporan dan bukti fisik pendukwiguters
harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perliesidinasikan kepada gufu
guru yang lain, minimal di sekolahnya masingsing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud
kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat
proses peningkatan dan pengembangan sekolah secara utuh/menyeluruh. Guru bisa
memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan sesuai perannya sebagai
pemrasaran/naa sumber.

2. Publikasi lImiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai
bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan
pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakigaBk@lompok,

yaitu:

a. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau
nara sumber pada seminar, lokakarya, kologium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang
diselenggarakan pada tingkat sekolah, KKG/MGMP, kabupaten/pot&jnsi, nasional,
maupun internasional.

b. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal.
Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang
pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam
bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau
minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masiaging. Dokumen karya
ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah. Bagammiru

Kebijakan Pengembangan Profesi GgRadan PSDMPRMP 26



mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh
kepala dinas pendidikan setempat.

c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang
dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebag&ututama maupun buku pelengkap,
modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya
terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan
sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan atemernyataan
keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan
tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

3. Karyalnovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru
sebagai bentulkontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah
dan pengembangan dunia pendidikan, siigknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa
penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni,
pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/prakum, atau penyusunan standar, pedoman,
soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara
berkelanjutan, agar guru dapat s&l menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak
sekadaruntuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru
diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
tertentu, gurutetap wajibmelakukan kegiatan PKB.

E. Uji Kompetensi

Untuk mengetahui kompetensseorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi
dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru datetaksanakan proses
pembelajaran. Berdasarkan hasil kfimpetensj dirumuskan profil kompetensi guru menurut level
tertentu yang sekaligus menentukan kelayakaari guru tersebut Dengan demikian, tujuan uji
kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari
standar kanpetensi yang diujikan.

Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat
sehingga bias dipertanggungjawabkbaik secaraakademik, moral, maupuRkeprofesian Dengan
demikian,disampinghasil penilaiankinerja, uji kompetensi menjadsalahsatu basis utama desain
program peningkatan kompetensi gurlji kompetensi esensinya berfokus pada keempat
kompetensi yang harus dimiliki oleh guseperti yang telaldijelaskan di atasyaitu kompetensi
pedagogik, kepribadiasosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik ajtju kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan
karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural,
emosional, danintelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu
menguasai teori belajar dan pringginsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik
memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbe@@rkenaan dengan pelaksanaan kurikulum,
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seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing
masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan
kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukpenilaian terhadap kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan
aspekaspek yang diamati, yaitu:

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural,
emosional danntelektual.

b. Penguasaan terhadap teori belajar dan priasimsip pembelajaran yang mendidik.

c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang
diampu.

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.

e. Memanfaatkan teknolgi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan
kegiatan pengembangan yang mendidik.

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimiliki.

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan

evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatandlitas pembelajaran.

= @

2. Kompetensi Kepribadian

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang
dipercayakan kepadanya untuk mempersiapk&nalitas generasi masa depan bangsa.
Walaupun berat tantangan dan rintangan yadiadapi dalam pelaksanaan tugagiru harus

tetap tegar dalam melaksakan tugas sebagai seopmrglidik Pendidikan adalah proses yang
direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik
harus dapat mempengaruhi ke arghoses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan
berlaku dalam masyarakat.

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, peagaruhi perilaku
etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapam ghsiglbaik
dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik
yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri,
belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajagabmana cara belajar,
mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil
apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiba@oya.harus mempunyai
kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan daegritas kepribadian seorang guru.
Aspekaspek yang diamati adalah:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik
dan magarakat.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasadarifperwibawa.

d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangggadieguru, dan rasa
percaya diri.
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e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
3. Kompetensi Sasl

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan
merupkan surtauladan dalam kehidupanya sehdari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial
dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang €&fektgan
kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan
lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peshdi&, para guru tidak akan
mendapat kesulitan.

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkakasi, bekerja sama,
bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja dalam
kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan berikut ini.

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras,
kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga
kependidikan, cang tua, dan masyarakat.

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki
keragaman sosial budaya.

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau
bentuk lain.

4. Kompetersi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan
pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar
peserta didik untk mencapai tujuan pembelajaranUntuk itu guru dituntut mampu
menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu mgmte dan menguasai materi
pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari
informasi melalui berbagai sumber seperti membaca bokku terbaru, megakses dari
internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan.

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai
sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajdegiatan
mengajarnya harus disambut oleh pesertidik sebagai suatu seni pengelolaan proses
pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak
pernah putus.

Keaktifan pesertadidik harus selalu diciptakan dan berjalnig dengan menggunakan
metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong
pesertadidik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan
konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan teegipembelajaran menggunakan
multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan
belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya.

Guru harus memperhatikan prinsiprinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan.
Misalrya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan prinsip
prinsip lainnyaDalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan
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sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk omehgak
belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusundwosisecara benar,
agar tes yang digunakan dapat memotivasi pesertadidik belajar.

Kemampuan yang harus dimiligada dimensi kompetensi profesional atau akademik
dapat diamat dari aspekaspekberikut ini.

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran yang diampu.

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang
pengembangan yang diampu.

c. Mengembangkan matepelajaran yang diampu secara kreatif.
d. Mengembangkakeprofesiarsecara berkelanjutan dengan melakukandakan reflektif

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan
mengembangkan diri.

Seperti dijelaskan di atas, untuk mengetakampetensi guru dilakukan uji kompetensi. Melalui
uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi
dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi menjadi basis utama
desain program @ningkatan kompetensi guru.

Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan materi
pembelajaran setiap guru. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru
menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakga. Dengan demikian, tujuan uiji
kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari
standar kompetensi yang diujikan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan
prinsip-prinsip seperti berikut ini.

a. Valid, yaitumengujiapa yang seharusnya dinilaiau diuji danbukti-bukti yang dikumpulkan
harus mencukupi serta terkini dan asli.

b. Reliabel yaitu uji komptensibersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yeeigtif
sama walaupun dilakukan padaktu, tempat dan asesor yang berbeda.

c. Fleksibelyaitu uji kompetensidilakukan dengan metoda yang disesuikan dengan kondisi peserta
uji serta kondisi tempat uji kompetensi.

d. Adil, yaitu uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadgyru, dimanamereka harus
diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana
dia berasal.

e. Efektif danefisien, yaitu uji kompetensitidak mengorbankansumber daya dan waktyang
berlebihandalam melaksanakan uji kompetensi sesuaigienunjuk kerja yang ditetapkablji
kompetensisebisa mungkirdilaksanakan di tempat kerjatau dengan mengorbankan waktu
dan biaya yang sedikit

Uji kompetensi dilakukan dengan strategi tertentu. Strategi uji kompetensi dilakukan seperti
berikut ini.

1. Dilakukan secara kontinyu bagi semua guru, baik terkait dengan mekanisme sertifikasi maupun
bersamaan dengan penilaian kinerja.
2. Dapat dilakukan secara manualffiine), onling atau kombinasinya.
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3. Memberi perlakauan khusus untuk jenis guru tertentu, misalnya guru produktif, normatif, guru
TK/LB, atau melalui tes kinerja atperformance test.

4. Dimungkinkan penyediaan bank soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas tertentu, khusus
untuk ranahpengetahuan

5. Sosialisasi pelaksanaan program dan materi uji kompetensi

Latihan dan Renungan

Apa esensi peningkatan kompetensi guru?

Sebutkan jenigenis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru?

Buatlah penjelasan ringkas mengenai keterkaitan masiagirg jenis kompetensi guru!
Sebutkan beberapa prinsip peningkatan kompetensi gurul

Apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan?
Sebutkan jenigenis program peningkatan kompetensi guru!

Apa esensi uji kompetensi guru?

Apa dampd ikutan hasil uji kompetensi bagi guru?

© N O~ wDdE
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BAB Il
PENILAIAN KINERJA

Topik ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Materi sajian terutama
berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tattapbap pelaksanaan,
dan konversi nilai penilaian kinerguru. Peserta PLPG diminta mengikuti
materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok,
menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan,
dan melakukan refleksi.

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional yanmgempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam
mencerdaskan kehiduparbangsa. Guru profesional mampu berpartisipadalam pembangunan
nasional untuk mewujudkan insan Indonesiayang bertakwakepada Tuhan YME, unggul dalam
IPTEKmemiiki jiwaedetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian.

Masa depan masyarakabangsa dan negaragbagian besar ditentukan oleh guru. Karena
itu, profesi guru perlu dikembalkgn secaraterus menerus dan proporsional menurut jabatan
fungsionalguru. Agarfungsidan tugasyang melekat pada jabatan fungsionalguru dilaksanakan
sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukgvenilaian kinerja guru (PK Guru) yang
menjamin terjadinya prosegpembelajaran yag berkualitas di semua jenjang pendidikan.

PelaksanaafKGuru dimaksudkan untuk mewujudkan gugang profesional, karena harkat
dan martabatsuatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi glntuk memberi pengakuan
bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaprestasi
kerjanya, makaPK Guru harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak
terbatas pada guru ang bekerja di satuan pendidikan di baw&ewenangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaatetapi juga mencakup guruyang bekerja di satuan pendidikan di
lingkungan Kementerian Agama.

Hasil PK Guru dapat dimanfaatkanuntuk menyusunprofil kinerja guru sebagaimasukan
dalam penyusunanprogram PKB.HasilPK Guru juga merupakan dasar penetapan perolehan angka
kredit guru dalam ragka pengembangatkarir guru sebagaimanaliamanatkan dalam Permenneg
PAN dan RB Nomod6 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika
semua ini dapatdilaksanakandengan baik dan obyektif, maka cili I 1T Q@dmerntah untuk
YSY3aKI aAf 1y ¢kbrygpieheysidanibefdaysd & MR & A y 3 Idivedlisdsitad A K O S LI

B. Pengertian

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru pelailaian dari tiap butir
kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.
Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan
pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, ssbikgmpetensi yang dibutuhkan
sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru.
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Disiplin Guru
(kehadiran, ethos
kerja)

Indikator
Utama
Kinerja

Guru

Efisiensi dan
Efektivitas
pembelajaran
(Kapasitas
transformasiilmuke
siswa)

Motivasi Belajar
Siswa

Keteladanan Guru
(berbicara, bersikap
dan berperilaku)

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat
menentukan tercapainya kualitas pros@embelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan
pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan
tugas tambahan. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi
kemampuan guru dalam efaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang
ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Sebelum mengikuti PK Guru, seorang guru harus mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan hasil
uji kompetensi ini, guru akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) guru yang sudah
mencapaistandar kompetensi mimal yang ditetapkan, dan (2) guru yandume memiliki standar
kompetensi minimmal yang ditetapkan.

Guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan diberi kesempatan
untuk mengikuti PK Guru. Sebaliknya, guru yang belum mencapai standar minimum yang ditetapkan,
diharuskan menguti pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui multimode, untuk kemudian
mengikuti uji kompetensi.

Jika hasil uji kompetensi memenuhi persyaratan, guru yang bersangkutan diberi peluang
mengikuti PK GuruFokus utama PK Guru adalah (1) disiplin guru (kedmdethos kerja), (2)
efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru
(berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa.

Guru yang sudah mengikuti PK Guru, akan dihitung angka keedjtdiperoleh atas kinerjanya
pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang ret®rgan fungsi
sekolah/madrasah yay dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kingitgkukan
setiap tahun sebagaibagian dari proses pengembangankarir dan promosi gw untuk kenaikan
pangkat dan jabatan fungsionalnya.
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DESAIN PEMBINAAN GURU PROFESIONAL
- Pembinaarkarierdan
——H—— kepangkatan

- Memastikan guru melaksanakgr
tugasprofesiona

PKB - Menjaminbahwa guru_
memberilayananpendidikan
= yangberkualitas
acstemany | || _oikLat LARYETARS ’ ¢ P 5 ) (KEPASTIAN, KEMANFAATAN dah
KEADILAN)
DIKLAT
_

INDIKATORI TAMA

1. KENAIKAN PANGKA
GURU JABATAN
PROFESIONA| 2. PROMOSI No. INDIKATOR
3. TUNJANGAN PROFES$I

1. DISIpIIn GurL‘\Naktu, nilai,

VAR kehadiran, ethos kerja)
Efisiensdan Efektivitas
N 2. : -
° LDIKATOR pembelajaran (Kapasitas
1. | HasiBelajar Siswa (Nilai Rapor, UN dan Hasil Tes transformasi ilmu ke
Standar Lainnya) SiSW&)
2. KaryaPrestatif Siswa dalam berbagai kompetisi
Lokal, Nasional dan Internasional 3 KeteladanarGuru
3. Kesinambungan Prestasi Siswa di PT atau bekerja (berbicara, bersikap dan berperilaku)
SM : Standar Minimal melalui Penelusuran Alumni. Moti T Belaabi
PKB :g'e?L”et;g‘najStgr'fep’OfeSia" 4. | RekognisPihak Eksternal terhadap kualitas Siswa 4. otivasi BelajaGiswa

PK : Penilaian Kinerja

Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaatuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait

dengan peningkatan mutu dan kinemaru sebagaujung tombak pelaksanaaproses pendidikan

dalam menciptakan insanyangcerdas,komprehersif, dan berdaya saing tgi. PK Guru merupakan

acuanbag sekolah/madrasatuntuk menetapkanpengembangankarir dan promosi guru. Bagi

guru, PK Guru merupakanLJSR2 Y Iy dzyGdzl YSy3ISial KdzA dzy & dzNytdzy &
merupakan sarana untuk mengetahuikk@tan dan kelemahan individu dalam rangka npemntaiki

kualitas kinerjanyakhususnya pada empat fokus utama, seperti disebutkan di atas

C. Persyaratan
Persyaatan penting dalam sistem PK Guyaitu harus valid, reliabel, dan praktis.

1. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai tbemar mengukur komponen
komponen tugas guru dalam melaksanakanpembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain
yangrelevan dengan fungsi sekolah/madrasah

2. SistemPKGuru dikatakanreliabel atau mempunyai tingkat kepercayaartinggi jika proses yang
dilakukan memberian hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanyas@phpun
dan kapan pun.

3. Sistem PK Gurdikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatdamu
dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sadsam senoa kondisi tanpa memerkan
persyaratan tambahan.

D. Prinsip Pelaksanaan
t NA Yy aALImLINR y 4 A LhaalziPK Guradakih setbayai bed&ut. | 1 a |
1. Sesuadenganprosedurdanmengacupada peraturan yang berlaku.

2. Menilai kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang dilakkan guru dalam maksanakan
GdAalr ayetl ASKI NR mKI NAkan kegiatan( pembétdjatah, Yoembirgbingah, & I y |
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dan/atau tugas tambahan yangleeandengan fungsi sekolah/madrasateliputi:

a. disiplin guru (kehadiran, ethos kerja),

b. efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa),
c. keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan

d. motivasi belajar siswa.

3. Penilai,guru yang dinilai, dan wur yangterlibat dalam proses harus memahi semua
dokumen yag terkaitdengan sistem penilaian. Guruad penilaiharus memalami pernyagtan

kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek

yang dinilai serta dasar dan kritegiangdigunakan dalam penilaian.
4. Diawali dergan penilaian formatif di awal tahun dan penilaianmatif di akhir tahun dengea
YSYLISNKIFGATlIY KIFfnrnKFEf 06SNRTYdzi @

a. Obyektifsesuaidengankondisinyata guru dalam melaksaken(i dz3 | & & SKI NA Kl NA @

b. Memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai.

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

d. Bermanfaat bagi guru dalam rangkapeningkatankualitas kinerjaya secaraberkelanjutan
dan sekaligus pengembangkarir profesinya.

e. Memungkinkanbagi penilai, guru yangdinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk
memperoleh alses informasi atas peny&enggaraan penilaian terdmut.

f. Mudahtanpamegl 0 A1 Yy LINAYaAALIMLINAYaAL flAyyel &

g. Berorientasi padéujuan yang telah ditetapkan.

h. Tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu mempidraiproses, yakni bagaimana
guru dapat mencapai hasil tersebut.

i. Periodik, teraur, dan berlangung secaréerusmenerusselama seseoranmenjadiguru.

jo .2t SK RA{SGlFKdzA 2t SK pdtiigan, mLIA K1 GSNJ F A

E. Aspek yang Dinilai

Seperti telah dijelaskan di mukaurg sbagai pendidik profesionanempunyai tugas utama
mendidik, mengajarmmembimbig, mengarahkan, melégn, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur noidikan formal, pendidikan dasardan pendidikan

31 y:

menengah.Selain tugasitamanya tersebutgurdz 2 dz3+F RAYdzy3{AYy {1y WS YA A]A

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerjbeiperapa
subunsur yang perlu diniladalah sebagai berikut.

1. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaanproses pembelajaan bagi guru mata
pelajaran atau gurukelas khususnya berkaitan dengafi) disiplin guru (kehadiran, ethos

kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3)

keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa.

2. Penilaian kinerja dalam melaksan&an proses pembimbinganbagi guru Bimbingin Konseling
(BK)/Konselor meliputi kegiatan ma@anakan dan meksanakan pembimbingan,
mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, mewdigis hasil evaluasi pembimbingan, dan
melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbinga®eperti halnya guru mata pelajaran, fokus
utama PK bagguru Bimbingin Konseling (BK)/Konselor juga mencak{i) disiplin guru
(kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitastraasf ilmu

ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar
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siswa.

3. Kinerja yag terkait dengan pelalsanaan tugas tambahanyang relevan dengarfungsi
sekdah/madrasah.Pelaksanaartugas tambahanini dikelompokkanmenjadidua, yaitu tugas
tambahan yangnengurangijam mengajatatap mukadan yangidak mengurangi jam megajar
tatap muka. Tugas tambahan yangmgurangi jam mengajaatap mukameliputi: (1)menjadi
kepala sekolah/madrasalper tahun; (2) menjadi wakil kepala sekolah/madrasah per tahun; (3)
menjadi keéua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (4) menjadi kepala
perpustakaan; atau(5) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang
sejenisnya. Tugasmbahanyangtidak mengurangijam mengajartatap muka dikelompokkan
menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal satu tahun (misalnyamenjadi wali kelas, guru
pembimbing program induksi, dan sejenisnya) dan tugas tambahan kurang dari satu tahun
(misalnya menjadpengawaspenilaiandan evaluasi pmbelajaran, penyusunan kurikulum, dan
sejenisnya).

Penilaiankinerja guru dalam melaksanakantugas tambahan yang mengurangai jam
mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang
berdasarkankompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakartugas tambahanersebut.

Tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar guru dihargai langsung sebagai
perolehan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Prosedur Pelaksanaan

PK Guru dilakukandua kali setahun,yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif)Jdan akhir

tahun ajaran (penilaian sumatifkhususnya untuk pertamakaliny®K Guru formatif dunakan

untuk menyusun profil kierja gurudan harus dilaksanakan dalamrkn waktu 6 (enamjninggu di

awal tahun ajaran. Berdadamn profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru
secaramandiri, sekolah/madrasah mengun rencana Y. ® . | 3A 3 dzNHzm I dzZNHz RSy 3|\
standar, maka program PKB diarahkan umekcapian standarkompetensitersebut.

Sementaraitu, bagi 3 dzZNHzm 3 dzNHz RSy 3| y tn¥apaDalaNMdz atdslstaitar, i St | K
program KB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan,
dan sikap dan perilakiueprofesianya. PKGuru sumatif digunakan untuk metapkan perolahan
angka kredit guru pada tahun tersebut. PK Guru sumatif juga digunakan untuk menganalisis
kemajuan yang dicapai guru dalam pelalsan PKBbaik bagi guru yang nilainyaasih di bavah
standar, telah mencapastandar, atau melebi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru
sumatif harus sudah dilaksanakérfenam)minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru.

Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaanPK Guru pembelajaran atau
pembimbingandengan prosedur peksanaan PK Guru untuk tgtambahan yang relevan dengan
fungsi sekolah/madrasah. Meskipun demikian, seaaram kegiatanpenilaianPKGurudi tingkat
sekolah dilaksanakastalam4 (empd) tahapan sebagaimana berikut.

1. TahapPersiapan

Ddam tahap persiapan,K | £ 11 Kg- Harus @ilakukan oleh penilai maupun guru yang akan
dinilai, yaitu:

a. memahami PedomanPKGuru, terutamatentang sistemyangditerapkan darposisiPK Guru
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dalam kerangkgpembinaandan pengembangamrofesi guru;

b. memahami pernyataan kompetensi guryang telah dijabarkan dalam bentuk indikator
kinerja,;

c. memahami penggunaan instrumerPK Gurudan tata cara penilaian yang akan dilakkan,
termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan
dokumendan bukti fisik lainnya yang mempeskihasil penilaiangdan

d. memberitehukan renana pelaksaaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus
menentukan rentag waktu jadwal pelaksanaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Beberapa tahapan PK Guru yang harus dilalein @enilai sebelum menetapkamilai untuk
setiap kompetensi, yaitu:

a. Sebelumpengamatan Pertemuanawal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum
dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada
pertemuanini, penilaimengumpulkandokumenpendukungdan melakukan diskustentang
berbagai hal gng tidak mungkin dilakukan pada saat pengamat&emuahasil diskusi,
wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensiebagai bukti penilaian
kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
dapat dicatat dalamlembaran lainkarena tidak ada format khusus yang disediakan untuk
prosespencatatan ini.

b. Selama pengamatarSelamapengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib
mencatat semua kegtan yang dilakukan oleh guru dalam pedanaan pross pembelajaran
atau pembimbingan, dan/atau dalam lp&sanaan tugas tambahan yandgesan dengan
fungsi sekolah/madrasah. Dalam keks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan
menggunakarinstrumenyangd S& dzl A dzy G dzl Yl aiay3anYlaiy3a LISYyAt
guru yang melaksakan prosespembelgaran atau pembimbingan, penilai menggunakan
instrumen PK Guru pembégaan atau pembimbinga

Pengamatankegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selamaproses tatap
muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaPengamatan kegiatapembimbingan
dapat dilakukanselamaprosespembimbinganbaik yang dilatkan dalam kelas maupun di
luar kelaspaik padasaat pembimbingan individu mauputelompok. Penilai wajibmencdat
semua hasil pengamatapada format laporan dan evaluasi per kompensi tersebut atau
lembar lain sebagaibukti penilaian kinerja.Jka diperlukan, proses pengamatandapat
dilakukanlebih dari satu kali untuk memperolehinformasiyangakurat, valid dan konsisten
tentang kinerja seorang guru dalam meksanakan kegiatan pembelajaran atau
pembimbingan.

Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasahdata dan informasidapat diperoleh melalui pencatatan terhadagemua
bukti yang teridentifikasi di tempat yangdisediakanpadaY I & Ay annYlF aAy 3 { NR G SN
. dz]l G A o dz]l U Aiperdleyl AmelaRilpédbainataR wawancara dengan pemangku
kepentingan pendidikan(guru, komite sekolah, peserta didik, dunia usaha dan dunia industri
mitra).

c. Setelah pengamatan Pada pertemuan setelah pengamatan lglesanaan proses
pembelajaran, pembimbingan, atgeelaksanaan tugas tambahan yang reledengan fungsi
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sekolah/madrasah, peniladapat mendlarifikasi beberapa aspek tertentuayg masih
diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan padaat laporandan evaluasi

per kompetensitersebut atau lerbar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan
dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai. Untuk
penilaian kinerja tugas tambahan, hasilnya dapat dicatat pada Format Penilaian Kinerja
sebagai deskripsi penilaiamkrija.

3. Tahap Penilaian
a. Pelaksanaangnilaian

Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan rekaila, 2,

3, atau 4. Sebelim pemberiannilai tersebut, penilaiterlebih dahulu memberikanska 0,

1, atau 2 pada Y I & A y 3 mindikadioh yhtdk setiap kompetensi. Pemberiaka ini

harus didasarkan kepada catatan hgséingamatandan pemantauanserta 6 dz] G A o6 dz] G A
berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru. Pgarbailai untuk

setiap kompetensi dilakukan dengan gdan sebagai berikut.

1) Pemberian skor 0, 1, atau 2 taz] YIFEaAy3anYlFaiAy3d AYRALLFG2N
Pemberianskorini dilakukandengancaramembandingkan rangkuman catataasil
pengamatan dan pemantauan di I&ar format laporan dan evaluasi per
kompetensidenganindikator{ A Y SNE I Y tkénfpefeast Y I & A y 3

2) Nilai setiapkompetensikemudiandirekapitulasidalam format hasil penilaian kinerja
guru untuk mendapatkan nilai total P&uru Untuk penilaian kinerja guru dengan
tugas tambahanyang relevan denganfungsi sekolah/madrasah, nilai untuk setiap
kompetensi  direkapitulasi ke dalam format rekapitulasi penilaian kinerja untuk
mendapatkan nilai PK Guru. Nilai totai selanjutnyadikonversikanke dalam skala
nilai sesuai Permenneg PANlan RB Nomor16 Tdun 2009.

3) Berdasakan hasil konersi nilai PK Guru ke dalam skala nilai sesuai dengan
Permenned?AN dan RB Nomor 16 tahun 20&0tang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutd@&n persentase angka
kreditnyasebagaimanaercantumdalam TabeB8.1.

Tabel3.1 Konversi Nilai Kierja Hasil PIGuru ke persentase Angka Kredit

Nilai Hasil PKury Sebutan Aizrlf:r:(traesdei)t
91¢ 100 Amat baik 125%
76¢90 Baik 100%
61¢75 Cukup 75%
51¢ 60 Sedang 50%
X opn Kurang 25%

4) Setelahmelaksanakanpenilaian, penilai wajib memberitehukan kepada guruyang
dinilai tentang nilai hasil PK Guru berdasarkan bukti catatan untuk setiap
kompetensi. Penilai dan guru yang dinilai akekan refleksi terhadap hasil PK Guru,
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sebagaupaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode berikutnya.

5) Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil peniiai@mna, maka
keduanya menandatangani format laporan hasil penilaian kinerja guru tersebut.
Format ini juga ditandatanganleh kepala sekolah.

6) Khusus bagi guru yang mengajar di dua sekolah atau lebih (guru multi
sekolah/madrasah), maka penilaian dilakukan di sekolah/madrasah induk. Meskipun
demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan data
dan informasdari sekolah/madrasah lain tempat guru mengajar atau membimbing.

b. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian

Keputusan penilai téuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan
keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Kebera@isampaikan kepada edala
Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjuta@n menunjuk seseorangyang
tepat untuk bertindak sebaga moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang
pelaksanaan PK Guru untuk kompegetertentu yang tidak disepakaditau mengulang
penilaian kinerja secara menyeluruh. Pengajuanusul penilaian ulang harus dicatat
dalam laporan akhir. Dalam kasusini, nilai PK Guru dari moderator digunakan sebagai
hasil akhir PK Guru. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kaliatierator hanya
bekerja untuk kasus penilaian tersebut.

4. Tahap Pelaporan

Setelahnilai PKGuruformatif dan sumatifdiperoleh,penilai wajibmelaporkan hasil PK Guru
kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru tersebdasil PK

Guru formatif dilaporkan kepadaepala sekolah/koordinatoPKB sebaganhasukanuntuk
merencanakarkegiatan PKB tahunan. Hasil PK Guru sumatif dilaporkan kepadaenilai
tingkat kabupaten/kota, tingkaprovinsi, atau tigkat pusat sesualengan kewenangannya
Laporan PK Gu sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi,
atau pusat sebagai dasar perhitgan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang
selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional gparaba
mencakup: (1)aporandan evaluasiper kompeensi sesuaiformat; (ii) rekap hasil PK Guru
sesuai format; dan (iidokumen pendukung lainnya.

Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan
mengurangi beban jam mengajtatap muka, dinilai dengan menggunakan dua instrumen,
yaitu: (i) instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK Guru
pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Hasil PK Guru
pelaksanaan tugas tambahagrsebut akan digabungkan dengan hasil PK Guru
pelaksanaan pebelgaran atau pembimbingan sesuai persentasmng ditetapkan dalam
aturan yang berlaku.
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G. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit

Nilai kinerjaguru hasilPKGuru perlu dikonversikarke skalanilai menurut Permenneg PANIan RB
Nomor 16 Tahun 2009 tentang JabatanFungsionalGuru dan AngkaKreditnya.Hasl konversiini
selanjutnya digunakan untuk metapkan sebutan hasil PK Guru dan persemtperolehan angka
kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru
ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasiuPiK Kegiatan verifikasi ini
dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumesil(RK Guru yang direkapitulasi dalam
Format Rekap Hasil PK Guru, catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan
sebagainya yanglitulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per komm@tdeserta dokumen
pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untakgpsulan penetaparangka kredit. Jika
diperlukan dan dimungkinkan,kegiatan verifikasi hasil PK Guru dapat mencakup kunjungan ke
sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.

PengkonversiahasilPKGuruke AngkaKreditadalahtugasTim PenilaiAngkaKredit kenaikan
jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Penghitungan angka kredit
dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk kejserlestimasi perolehan angka kredit
guru. Angka tedit estimai berdasakan hasil perhitungan PK Guru yaditaksanakan di sekolah,
selanjutnya dicatat dalam formatenghitunganangkakredit yangditandart & | yafeh périlai, guru
yangRAYAf A RIFYy RA{ SOl KdzA sa@dd dérigan farfgHaltgkalkredit 8ati ansur K @
utama lainnya gengembaigan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unpenunjang, hasil
perhitungan PK Guru yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat
akan direkap dalam daftar usulgenetapan angka kdit (DUPAK) untuk proses penetapan angka
kredit kenaikan jabatan fungsional guru.

1. Konversi nilaiPK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasabh.

Konversi nilai PK Guru ke angka kredit dikak berdasekan TabeB.4. Berdasd@an Permenneg
PAN dan RBNomor 16 Tahun 2009, perolehaangka kredit untuk pembelajaran atau
pembimbingansetiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rumus tertentu.
Seorangsuruyangakandipromosikan nailienjangpangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat
lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki andggkedit kurrulatif minimalsebagai berikut.

Tabel3.4. PersyaratarAngka Kredit uruk KenaikarPangkatdan JabatarFungsional Guiu

PersyaratarAngka Kredit kenaikan
angkat dan jabatan
JabatanGuru d GPlangkatR pand :
antsolongan kuang Kumulatif Kebutuhan
minimal Per jenjang
Penata Muda, Ill/a 100 50
GuruPertama | penata Muda Tingkat I, 1li/b 150 50
Penata, lll/c 200 100
GuruMuda Penata Tingkat I, I11/d 300 100
Pembina, IV/a 400 150
GuruMadya Pembina Tingkat I, IV/b 550 150
Pembinaan Utama Muda, 1V/c 700 150
Pembina Utama Madya, IV/d 850 200
GuruUtama Pembina Utama, IV/e 1.050
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Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka
kredit minimal yang dimiliki unuk masilgmasing jeming jaba@an/pangkat; dan (2)
Angka kredit pada kolom 4 adalajumlah penngkatan minimal angka kredit ya&y
dipersyaratkan urtuk kenailan pangkat/jabatan setingkatlebihtinggi.

2. Konversi nilai PK Gudengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevandengan fungsi
sekolah/madrasah (Kala Sekolah, Wakil Kala Sekolah, Kepaldaoratorium, Kepala
Pempustakaan,dan sejenisnya)yang mengurangijam mengajar tatap muka diperhitungkan
berdasarkan prosentase nilai PK Gurempelajaran/pembimbingan danprosentase nilai PK
Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut.

a. Untuk itu, nilai hasil PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau PK Guru Bimbingan dan
Konseling/Konselp atau PKGuru dengan tugas tambahan yangleean denganfungsi
sekolah/madrasalperiu diubahterlebih dahuluke skala0 11100.

b.al AAy3InYlaAiy3a KI aAiduu dnk/udstmMagnmbiajafanf penmbimbirigahS NEB I
dan tugas tambahan yang fevan denganfungsi sekolah/madrasah, kemudian
dikategorikan ke dalam Armat Baik (125%), Baik(100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau
Kurang (25%) sebagaimana diatur daRemmenneg PANIan B No. 16Tahun2009.

c. Angka kreditper tahun Y I a A y 3 ruuvsurdpkmgbglajaran/ pembimiigan dan tugas
tambahanyangrelevan denganfungsisekolah/madrasahyangdiperoleh olehguru dihitung
menggunakan rumus tertentu.

d. Angkakredit unsur pembelajaran/pembimbingardan angkakredit tugas tambahan yang
relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dijumlahkan sesuai prosentasenya untuk
memperdehtotal angka kredit dengan perhitungaebagai berikut:

1) Guru dengariugas tambaharsebagakepala sekolatiotal angkakreditnya = 25%angka
kredit pembelajaran/pembmbingan+ 75 angka kreditugastambahan sebagai kepala
sekolah.

2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekalth angkakreditnya=
50% angka kredit pembelajaran/pembmbingan + 50% Angka KreditTugasTambahan
sebagai Wakil Kepala Sekula

3) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan/
laboratorium/bengkel, atau ketua program keahliatotal angkakredit = 50%angka
kredit pembelajaran/pembmbingan + 50% Angka KredifTugas Tambahan sebagai
Pustakawan/Laboran.

3. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru

Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lairtigakgnengurangjam

menggar tatap muka, langsungdiperhitungkan sebagaiperolehan angkakredit guru pada
periode tahun tertentu. Banyaknyaugastambahanuntuk seorang guru maksim dua tugas
per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkabagai berikut.
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a. Tugas yang dijabat selama satu tahun (inig@ menjadi walikelas, tim kurikulum,
pembimbingguru pemula, dan sejenisnyadngkakredit kumulatif yang diperoleh = Angka
Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x
banyaknya tugas temporer yauigoerikan selama setahun.

b. Tugasyang dijabat selamakurang dari satu tahun atau ( dz3 | & sethelzfda dmisalnya
menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, memhimbing peserta didik dalam kegtan
ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan
sejenisnya) Angkakredit kumulatif yang diperoleh = AngkaKredit Hasil PK Guru selama
setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK Guru setatatun x banyaknya tugas temporer yang
diberikan selama setahun.

H. Penilai PK Guru

1. KriteriaPenilai

Penilaian lnerja guru dilakukaroleh Kepala ékolah. Apabila Kepala Sekoladatk dapat
melaksanakan sendiri (galnya karena jumlah guru yang dintiilalu banyak) maka Keala
Sekolahdapat menunjuk GuruPembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Penilaian
kinerja Kegpala Sekolah dilakukan oleh Pengaw@ekolah Penilai harusmemiliki kriteria
sebagaberikut.

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendasama dengan jabatan/pangkat guru/kepala
sekolah yang dinilai.

b. Memiliki Sertifikat Pendidik.

c. Memiliki laar belakang pendidikan yang sesuai dan guaisai bidang tugaGuru/Kepala
Sekolah gng akan dinilai.

d. Memiliki komitmen yang tinggi untukerpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas
pembelajaran.

e. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.

f. Memahami PKGurudan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja
Guru/Kepala Sekolah.

Dalam hal Kepala Sekolah, PengaBa&olah Guru Pembina, dan Koordinator PKB
memiliki latar belakangbidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka
penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Patdbordinator PKB dari
Skolah lain atau oleh Pengaw&ekold dari kabupaten/kota lain yangudah memiliki
sertifikat pendidik dan memahamiPKGuru.

2. MasaKerja

Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan
palinglamatiga (3) tahun. Kinerjapenilai dievaluasisecaraberkalaoleh Kepala S®lah atau

Dinas Pendidikan dgh'y YSYLISNXFGATFY LINAYAALIMLINRAY &A LI
sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah
dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlgiru yang dapat dinilai oleh seorang penilai

adalah5 sampaidengan10 guru per tahun.
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.  Sanksi

Penilai dan guru akan dikenakan sanksi apabila yang bersandk@adDb dz] G A Y St F y 33 NJ LJ
pelaksaaan PK Guru, sehingga menybkan Penetapan Angka KredRAK) diperoleh dengan cara
melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diberhentikan sebagai guru atau kepala sekolah dan/atau pengsekatah

2. Bagipenilai, wajibmengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsiatal,semua
penghagaanyangpernahditerima sejak yangersangkutan melakukaprosesPKGuru.

3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua
penghagaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan
PAKyang dihasilkan dari PK Guru.

J. Tugas dammanggunglwab

Setiap pihak terkait memiliki tugas dan tanggung javebam pelaksanaan kegiatan PK Guru.
Penetapan tugas dan tanggung jawab tersebut sesuai desgarangatotonomi daerah serta
mengutamakanLINRA Yy & A LITLINA Y AA L) STFAAASY&AAT | Sdu§aNdadz] | | v X
tanggung jawab pihakrt LJA K | | @t d@ld@n péakshidagn PK Guru, mulai damgikat pusat

sampai dengan sekolah. Keksiensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntu@ I NJ LJA KI 1 1 LJ
yang terlibat dalam pelakanaan PK Guru melakukan koordinasigaiu dan tanggung jawab

YI aAy3anYl dirihgyhgrikitiniK I 1

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
a. Menyusun dan mengembangkah Y 0 dambiNdengembangarkegiatan PK Guru.
Menyusunproseduroperasionaktandar pelaksanaan PK Guru.
Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PK Guru.
Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT penilai PK Guru tingkat pusat.
Memantau dan mengevaluasi kegiatan PK Guru.
Menyusin laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru secara nasional.
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru kepada Dinas Pendidikan
dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti.
h.aSy3a122NRAYIlIaA RIYy YSyakdtdkatPKSurd A { Iy {SoAcl ||

@ "o oo0

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP

a. Menghimpun data prbl guru dan sekolah yang ada di daemgh berdasarkan hasil PK Guru
di sekolah.

b. Mensosialisasikan, nmgeleksi, dan melaksanakarOTl untuk melatih penilai PK Gutingkat
Kabupaén/Kota.

c. Menetapkan dan megesahkantim penilai PK Guru yang berada di bawah kewenangan
provinsidalambentuk KeputusarKepala DinaBendidikan Provinsi.

d. Melaksan&an pendampingan kélg Gy tY Ddz2Ndz RA &S{2fl KmasSyz2ft
kewenangannya.

e. Menyedakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di bawah
kewenangannya.
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f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru df ¢koa S1 2f I K & y 3
bawah kewenangannya.

g. Dinas Pendidikan Provinsi bersama I Y lgan REWP membuat f@ran hasil pemantauan
dan evalasi kegiatan PK Guru dan mengirimkannyakepada sekolah, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, dan/atau Kemdiknas, ogit yang menangarffendidik.

3. DinasPendidikan Kabupaten/Kota

a. Menghimpun dan meyediakandata profil guru darsekolah yagada di wilayahnya
berdasarkarhasil PK Gurdi sekolah.

b. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan ProatndiPiP
melatih penilai PK Gutingkat Kabupaten/Kota.

c. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Giusekof | Kma S1 2t K & y 3
wilayahnya.

d. Melaksan&an pendampingan keégtan dan pengelolaan PK Gtk a4 S1 2 f | KgmdaS | 2 f | K
di wilayahnya.

e. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah
kewenangannya dalam bentideputitsanKepala Dinas.

f. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan sekolah.

g. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PK
DdzNHz RA aS{2flrKmasS{2ftFK @Fy3 FRF RA RIFSNIKyel

h. Memantau dan mengeVaasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin pelaksanaan
yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya.

. aSYodzr & fFLRNIY KFaiAft LISYlFyGlrdzzy RIEY S@If dz a
ada di wilayahnya dan mengirimkannya &dp sekolah, dan/atau LPMiengan tembusan
ke Dinas Pendidikan Provinsimaginy | a A y 3 ®

4. UPTD Dinas Pendidikan

a. Menghimpun dan mayediakandata profil guru dan sekolah yg ada di kecamatan

wilayahnya berdasarkamasil PK Gurdi sekolah.
b. Membantu pengkordinasian pelaksanaategiatan PK Guru di wilayah kecamartga.
Melaksan&an pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di wilayah kecayetan
d. Menetapkan dan mengesahkan penilai PK Guru dalam béfdpkitusarpenetapan sebagai
penilai.

e. Menyedakan pelayanankonsultasi dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di
daerahnya.

f. Memantau dan mengevaluasserta melaporkanpelaksanaarkegiatan PK Guru di tingkat
kecamatan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

e

5. Satuan Pendidikan

a. Memilih dan mengusulkan penilaintuk pelaksanaan P&uru

b.aSyeédzidzy LINRBANIY 1 S3IAL (irhby PeayfedgddraanPKGSrydam vy wl Y G
proseduroperasionaktandarpenyelenggaraaPK Guru.

c. Mengusulkan rencanprogram kegatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/Kota.

d. Melaksan&an kegiatanPK Gurusesuai program yang telah disusunsecara efektif, efisien,
obyektif, adil, akuntabel, dsb.

e. Memberikan kemudahan aksesagi penilai untuk melaksanakéugas.

Kebijakan Pengembangan Profesi GgRadan PSDMPRMP 44



f. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jib@i fmeymasalhan
dalam pelaksanaan PK Guru.

g. Membuat laporan pertanggungjawabarkegiatan, administrasi, keuangan (jika ada) dan
pelaksanaan program.

h. Membuat encana tindak lanjuprogram pdaksanaarPK Guru untuk tahun berikutnya.

i. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota|JPTDDinasPendidikanKabupatendi Kecamatandan Pengawas Sekolah.

J. Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat
kabupaten/kota, provinsi, atau nasionaksuai kewenangannya sebagai dasar penetapan
angka kredit (RK) tahunan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
guru. Tim Penilai untuk menghitung dan menetapkangka kredit, terlebih dahulu
melakukan verifikasiterhadap berbagai dokmen hasil PK Guru. Pada kegiatan verifikasi jika
diperlukandan memang dibutuhkan tim penilai dapat ngemjungi sekolah. Sekolah juga
menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke
UPTD Pendidikan Kecamatan.

k. Merencanaan program untuk memberilan dukungan kepada guru g memperolehhasil
PKGuru dibawahstandaryangditetapkan.

Latihan dan Renungan

Mengapa nilaian kinerja gurperlu dilakukan secara kontinyu?

Apa tujuan utama penilaian kinerja guru?

Sebutkan dafjelaskan secara ringkat tiga persyaratan penilaian kinerja guru!
Sebutkan dan jelaskan secara ringkas pripsipsip penilaian kinerja guru!

Sebutkan tahagiahap penilaian kinerja guru!

Apa yang Anda ketahui tentakgnversi nilakredit dalam kerangka pelaian kinerja guru?

ok wbhpE
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BAB IV
PENGEMBANGAN KARIR

Topik ini berkaitan denganpengembangan karir guru. Materi sajian
terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan
pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan Karir.
Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual,
melaksanakan diskuselompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang
terkait, menjawab soal latihardan melakukan refleksi

A. Ranah Pengembangan Guru

Tugas utama @u sebagai pendidik profesionaladalah mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas
utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari
kompetensikemahiran, kecakagn, atau keterampilatryang memenuhi standar mutdannormaetik
tertentu.

Secara formal, guru profesional harus memenuhi kualifikasi akademik miniriuB I8 dan
bersertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundangangan Guruguru yang memenubhi
kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien
untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajasajalan dengatujuan pendidikan nasional,
yakni mengembangkarpotensi peserta didik agar menjadi marugang beriman dan bertakwa
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis
dan bertanggungjawab.

Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan antara pembinaan dan
pengembangan kompetensi guyang belum dan yang sudah berkualifikadi &au DIV, seperti
disajikan pada Gambat.1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang
belum memenuhi kualifikasi-5 atau DIV dilakukan melalui pendidikan tinggi prograni &tau
program DIV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga
kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik
dilakukan dalam rangka mema agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga (PP Nomor 74 Tahun
2008). Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan
dan pengembangakeprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit
jabatan fungsional.
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Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat
pendidik dimaksud dapat berupa: kegiatan kolektif guru yang menikghatompetensi dan/atau
keprofesian, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau
gagasan inovatif, karya inovatif, presentasi pada forum ilmiah, publikasi buku teks pelajaran yang
lolos penilaian oleh BSNP, publikdmiku pengayaan, publikasi buku pedoman guru, publikasi
pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus, dan/atau

penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah.

Padasisi lain, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa
terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaiembinaan dan
pengembangan profesidan pembinaan dan pengembangan karisgperti disajikan pada Gambar
4.2. Penbinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana
dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

DAN
PENGEMBANG/
PROFESI GU

GURU PROFESIOI
DENGAI
AKSESIBILIT
PENGEMBANG/
KARIF

KARII

Gambar4.2. Jenis Pembinaan dan Pengembangaofesi Guru

Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3)
promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan
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fungsional guru. Pola pembinaan danngembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan
dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya.

Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan
kinerja guru dalam rangka pelaksanaan psogendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar
kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya
memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Kegiatan ini
menjadi bagian intergl dari pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

B. RanahPengembangan Karir

Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah
daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, serta guru gebath. Secara
umum Kkegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan meningkatkan kompetensi
guru dalam memecahkan masalatasalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada
peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti telah dijelaskabelumnya, pembinaan dan
pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitenpgasankenaikan pangkat, dan promosi.

1. Penugasan

Guru terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru mptdajaran, dan guru bimbingan dan
konseling atau konselobalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok
yang mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
yang melekat padpelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu sekolah
sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas sekolah. Baik bertugas
pada satu sekolahtau lebih, guru dituntut melaksanakan tugas pembelajaran yang diukur
dengan beban kerja tertentu, yaitu:

a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling
banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggda patu atau lebih satuan
pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling
banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggusditakan dengan
ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan
pendidikan tempat tugasnya sebagai guretap.

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang setara,
yaitu jika mengampu bimbgan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta
didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

d. Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi bebaengajar yang setara, yaitu jika
paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja
dimaksud, khusus untuk guguru yang: bertugas pada satupandidikan layanan khusus,
berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
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Agar guru dapt melaksan&an bebankerja yang telah ditetapkan tersebut secara efektif,

maka harus dilakukan pergaturan tugas guru berdasarkajenisnya.Pengaturan tugas guru
tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dar/atau institusi dengan ketentuan sebagai

berikut.

a. Penugasan sebag@uru Kelas/Mata Pelajaran

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru dapat memenuhi beban kerja
paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apabila pada satuan administrasi
pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban kerja tersebut, kepala sekolah/madrasah
melaporkan kepda Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang
belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke
satuanpendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam
tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yanga adalam lingkungan
kewenangannya.

Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit
24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang adanmddingkungan
kewenangannya.

Apabila pengaturan penugasan guru pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, instansi
terkait sesuai dengan kewenangan masingsing berkoordinasi untuk mengatur
penugasan guru pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan hasil koairthsi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai
kewenangan masingasing memastikan bahwa setiap guru wajib memenuhi beban
mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka pada satuan administrasi pangkal guru dan
menugaskan guru pada sekolah/madah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat
memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu.

Instansi terkait sesuai kewenangan masingsing wajib memastikan bahwa guru yang
bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan gang dibutuhkan atas dasar
pertimbangan kepentingan nasional apabila beban kerjanya kurang dari 24 jam tatap
muka per minggu dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi
tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujMaEmnteri
Pendidikan Nasional.

b. Penugasan sebag@iuru Bimbingan dan Konseling

1)

Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru bimbingan dan konseling
dapat memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Apabila
pada satuan admistrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban membimbing
tersebut, kepala sekolah/madrasah melaporkan kepada dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
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2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agamengatur penugasan guru
bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing bimbingan dan
konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada
dalam lingkungan kewenangannya.

3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor mémterian Agama Kabupaten/Kota
mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban
membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada
dalam lingkungan kewenangannya.

4) Pimpinan instansi pusat di luar identerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi
beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan
yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

5) Apabila pengran penugasan guru bimbingan dan konseling pada butir 2), 3), dan 4)
belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan ma&saging
berkoordinasi untuk mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling pada
sekolah/madrasah lain, baik negeri maumpswasta.

6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai
kewenangan masinmasing memastikan bahwa setiap guru bimbingan dan konseling
wajib memenuhi beban membimbing paling sedikit 40 peserta didik pada satuan
administrasi pangkal guru dan menugaskan guru bimbingan dan konseling pada
sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban
membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun.

Instansi terkait sesuai kewenangan masingsing vajib memastikan bahwa guru yang
bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar
pertimbangan kepentingan nasional, apabila beban mengajarnya kurang dari 24 jam tatap
muka per minggu atau sebagai guru bimbingan dan karggthng membimbing kurang dari
150 peserta didik per tahun dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi
tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujkamenterian
pendidikan Hal ini masih dalam proses penelaahan yaagsamaGuru berhak dan wajib
mengembangkan dirinya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Kepala
sekolah/madrasah wajib memberi kesempatan secara adil dan merata kepada guru untuk
mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

c. Guru dengan Tugas Tambahan

1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling
sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat
puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang bedssalguru bimbingan
dan konseling atau konselor.

2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan wajib mengajar
paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing
80 (delapan puluh) peserta didik bagi wadepala satuan pendidikan yang berasal dari
guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Kebijakan Pengembangan Profesi GgRadan PSDMPRMP 50



3) Guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian wajib mengajar paling
sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

4) Guru dengan tugas tambahaebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan wajib
mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

5) Guru dengan tugas tambahan sebagai kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit
produksi satuan pendidikan wajib mengajaling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka
dalam 1 (satu) minggu.

6) Guru yang ditugaskan menjadi pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran,
atau pengawas kelompok mata pelajaran wajib melakukan tugas pembimbingan dan
pelatihan profesional guru adapengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24
(dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

7) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan wajib melaksanakan
tugas sebagai pendidik, dengan ketentuan berpengalamsebagai guru
sekurangkurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekdwaaggnya 4 (empat)
tahun, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan peraturan
perundangundangan, memiliki Sertifikat Pendidik, dan melakukan tugas pembimbingan
danpelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

Pada sisi lain,uyu memiliki peluang untuk mendapatkan penugasan dalam aneka jenis. Di
dalam PP No. 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dapat ditempatkapada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangindangan. Penempatan guru pada jabatan struktural dimaksud dapat
dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama delapan
tahun. Guru yang ditempatkan padabatan struktural itu dapat ditugaskan kembali sebagai
guru dan mendapatkan hdkak guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundamgangan.

Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh
tunjangan profesi, tunjangaruhgsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambaltéak-hak
guru dimaksud berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan
profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan
ditempatkanpada jabatan struktural.

2. Promosi

Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Promosi dimaksud dapat
berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, kepala sekolah,
pengawas sekolah, dan sebagain Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi
dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru.

Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan
tugas keprofesian guru berhak mendapatkan promosi sesuai g&m tugas dan prestasi kerja.
Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.
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C. Kenaikan Pangkat

Dalam rangka pengembangan karir guRermenneg PAN dan R#omor 16 Tahun 2009 telah
menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terrendah sampai dengan yang
tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru URaemgelasan tentangnjang
jabatan fungsional guru dari yang teraald sampai dengan yang tertinggi beserta jenjang
kepengkatan dan persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan tetsédiut
dijelaskan pada bagian sebelumnya

Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangan kariakaerup
gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkan sesuai dengan Permenneg PAN
dan BR Nomor 16 Tahun 2009. Tugams guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk
keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakspr utama dan unsur
penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat
guru terdiri atas: (a) pendidikan, (b) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau
tugas lain yang relevan dengan fungsi sekofsdrasah, dan (c) pengembangan keprofesian
berkelanjutan (PKB).

1. Pendidikan

Unsur kegiatan pendidikan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru
terdiri atas:

a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah.

Angka kreditgelar/ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan sesuai
dengan bidang tugas guru, yaitu:

1) 100 untuk ljazah-§Diploma IV;
2) 150 untuk ljazah-3; atau
3) 200 untuk ljazah-3.

Apabila seseorang guru mempunyai gelar/ijjazah laliggi yang sesuai dengan sertifikat
pendidik/keahlian dan bidang tugas yang diampu, angka kredit yang diberikan adalah sebesar
selisin antara angka kredit yang pernah diberikan berdasarkan gelar/ijjazah lama dengan
angka kredit gelar/ijazah yang lebih tgigersebut. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian
adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua
sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi.

Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik

keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda
tamat pendidikan dan g@atihan (STTPP) prajabatan yang disahkan oleh kepala

sekolah/madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang
dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh kepala
sekolah/madrasah yang beangkutan.

2. Pengembangan Profesi

Berdasarkan Perenneg PAN dan RBo. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah
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pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesaeagath kebutuhan, bertahap,
berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata
Muda golongan ruang lll/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangaprofesian berkelanjutan, yaitu
pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri
(diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru), publikasiidh (hasil penelitian atau gagasan
inovatif pada bidang pendidikan formal, dan buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman
guru), karya inovatif (menemukan teknologi tepat guna; menemukan atau menciptakan karya
seni; membuat atau memodifikasi alat pglran; dan mengikuti pengembangan penyusunan
standar, pedoman, soal, dan sejenisnya).

Persyaratan atau angka kredit minimal bagi guru yang akan naik jabatan/pangkat dari
subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk masiagjing pangkat/golongan
adalah sebagai berikut:

a. Guru golongan lll/a ke golongan lll/b, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka
kredit.

b. Guru golongan Ill/b ke golongan lll/c, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka
kredit, dan subunsur publikasi ilmiah datda karya inovatif sebesar 4 (empat) angka kredit.

c. Guru golongan lll/c ke golongan lll/d, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka
kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 6 (enam) angka kredit.

d. Guru golongan lll/d& golongan 1V/a, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka
kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 8 (delapan) angka kredit.
Bagi guru golongan tersebut sekuraagrangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian
dari subunsur publikasi ilmiah.

e. Guru golongan IV/a ke golongan 1V/b, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka
kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka
kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurdagangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil
penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang|B&N.

f. Guru golongan IV/b ke golongan IV/c, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka
kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya mtdvsebesar 12 (dua belas) angka
kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurdagangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil
penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yangIB&N.

g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangamsetiasar 5 (lima) angka
kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat belas) angka
kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurdagangnya dari subunsur publikasi ilmiah
mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan tu)sartikel yang dimuat di jurnal yang ber
ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN.

h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka
kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karyaviatif sebesar 20 (dua puluh) angka
kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurdagangnya dari subunsur publikasi ilmiah
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mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber
ISSN serta 1 (satu) buku pelajaraauabuku pendidikan yang ber ISBN.

i. Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, golongan 1V/d,
selain membuat PKB sebagaimana padén g diatas jugawajib melaksanakan presentasi
ilmiah.

3. Unsur Penunjang

Unsur penunjang tugaguru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang tugas
guru meliputi berbagai kegiatan erti berikutini.

a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya
diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut.

1) ljazah 4 dberikan angka kredit 5;
2) ljazah & diberikan angka kredit 10; dan
3) ljazah S diberikan angka kredit 15.

Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolatgdi atau direktur politeknik pada
perguruan tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas
belajar dari kepala dinas yang membidangi pendidikan atau pejabat yang menangani
kepegawaian serendatendahnya Eselon Il. Bagurg di lingkungan Kementerian Agama,
surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar tersebut berasal dari pejabat
yang berwenang serendalendahnya Eselon II.

b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru

Kegiatan yang mendukung tugasru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan
kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya:

1) Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan yang
sejenisnya

2) Sebagai pengawas ujigpenilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat
nasional.

3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi

4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya

5) Menjadi tim penilai angka kredit

6) Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejeanya.

c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau
negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seorang
guru dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidik@a.jdsa

dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada guru
berdasarkan prestasi dan masa pengabdiannya dalam waktu tertentu. Penghargaan lain yang
diperoleh guru karena prestasi seseorang dalam pengabdiannya kepadabamsga, dan
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negara di bidang pendidikan/kemanusiaan/kebudayaan. Prestasi kerja tersebut dicapai
karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif
lama. Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasitting&enal,
diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Latihan dan Renungan

1. Apa perbedaan utama antara pengembangan keprofesian dan pengembangan karir guru?

2. Mengapa pegembangan keprofesian guru dikaitkan dengan jabatan fungsioa@alny

3. Apa perbedaan utama pengembangan guru yang belum -84/Ban belum bersertifikat
pendidik dengan yang sudah memilikinya?

4. Sebutkan jenigenis pengembangan karir guru!

5. Apa perbedaan utama pengembangan keprofesian berbasis lembaga dengan yang berbasis
individu?
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BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Topik ini berkaitan dengan perlindungan dan penghargaan guru. Materi

sajian terutama berkaitan dengan konsep, prinsip atau asas, dan jenis

jenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk

kesejahterannya. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran

secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus,
membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan

refleksi.

A. Pengantar

Jumlah guru yang banyak dengan sebaran yang sangat luas merupakan potensi bagi mereka untuk
mendidik anak bangsa di seluruh Indonesia secara nyaris tanpa batas akses geografis, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan. Namun demikian, kondisi ini yang menyebakiaagise guru
terbelenggu dengan fenomena sosial, kultural, psikologis, ekonomis, kepegawaian, edaimlain

Fenomena ini bersumber dari apresiasi dan pencitraan masyarakat terhadap guru belum
begitu baik, serta perlindungan hukum, perlindungan profesilipgungan kesejahteraan, dan
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka belum optiBejaah pendidikan di
Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah
berlangsung sejak zaman pemerintabldaial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk
terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan
mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya Undémipang (UU) Nomomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen.

Diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan langkah maju
untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi.mereka
Materi perlindungan hukum terhadap guru mulai mengemuka dalam UU No. 2 T&I89 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. UU ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan UU No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu
pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) NoT&8un 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di
dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan
terhadap pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejak lahirnya UU No4ITahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, dimensi perlindungan guru
mendapatkan tidik tekan yang lebih kudMorma perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas
kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dengan diundangkannya UU No. 14
tahun 2005. Dalam UU ini, ranah perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum,
perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk juga di
dalamnya perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI.

Sepanjang bdwmitan dengan hak guru atas beberapa dimensi perlindungan sebagaimana
dimaksudkan di atas, sampai sekarang belum ada rumusan komprehensif mengenai standar operasi
dan prosedurnya. Atas dasar itu, perlu dirumuskan standar yang memungkinkan terwujudnya
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